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Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum 

ABSTRAK: • Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam 

pembentukan Peraturan Menteri yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang 

pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian 

Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi, 

sehingga perlu diganti. 

• Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; 

Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 155 Tahun 2024; 

dan Permenkum No. 1 Tahun 2024. 

• Permenkum ini mengatur mengenai Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum. 

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum 

dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri. 

CATATAN: • Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2025. 

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1474) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1713), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

• Lampiran file: 10 hlm. 



 


